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ABSTRAK

Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Perdamaian
dapat dijadikan sebagai opsi bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Perdamaian dapat
dilakukan melalui proses di pengadilan dan dapat pula suatu perdamaian dilakukan oleh para
pihak untuk membuatkan akta perdamaian di hadapan Notaris. Tesis ini membahas bagaimana
prosedur penyelesaian sengketa yang dibuat dengan akta perdamaian di hadapan notaris dan
akta perdamaian yang dibuat oleh mediator di pengadilan dan bagaimana kedudukan hukum akta
perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dan akta perdamaian yang dibuat oleh mediator di
pengadilan serta bagaimana akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian
yang dibuat di hadapan notaris dan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan
meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma
hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta mengkaji
ketentuan perundang-undangan. Teori Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Perbandingan Hukum dan Teori Kepastian hukum. Teknik pengumpulan data adalah teknik
pengumpulan yang peneliti lakukan dengan studi kepustakaan (Library Research) dan juga
menambahkan teknik dan pengumpulan data secara wawancara (Interview).

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi diawali
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada awal persidangan Majelis Hakim mewajibkan
para pihak untuk menempuh perdamaian. Perdamaian dapat juga para pihak untuk
membuatkannya di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Perdamaian.Akta tersebut diserahkan
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dijadikan sebagai bukti yang menjadi dasar
pertimbangan hakim untuk memutus perkara itu dengan putusan perdamaian. Oleh sebab Akta
tersebut bersifat otentik maka Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij
Vooraad) maka proses persidangannya akan berjalan lebih cepat. Kedudukan hukum Akta
perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan
pembuktian yang lengkap dan sempurna. Jika akta perdamaian telah dibuat dalam bentuk
putusan oleh Majelis Hakim maka sama dengan sebuah putusan yang ada irah-irahnya yaitu
berkekuatan hukum yang dapat dilaksanakan. Akibat hukum terhadap akta perdamaian
merupakan suatu perjanjian yang mengandung asas Pacta sunt Sevanda yang mengikat para
pihak artinya akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
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PENDAHULUAN
Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya
berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.
Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam
konsep negara hukum tanpa di sadari seluruh bidang — bidang kehidupan yang berkaitan
dengan hukum semakin berkembang pesat salah satunya adalah profesi Notaris.

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan
hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal — hal hukum, khususnya sebagai
saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi Notaris berbeda — beda tergantung
pada sistem hukum. Pekerjaan Notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2 — 3 pada masa
romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai “Scribae”, “Tabellius” atau “Notarius”. Pada masa
itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama
pengabdinya notaries yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat
atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan Notaris di negara — negara yang
menganut sistem “Common Law” seperti Inggris, Amerika dan Singapura, karena Indonesia
menganut sistem hukum “Civil Law”. Selain sebagai profesi Notaris juga merupakan pejabat
umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini
diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang kenotariatan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris menurut Pasal 1 Angka 1 Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UU
Perubahan Atas Jabatan Notaris) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang ini
atau berdasarkan undang — undang lainnya.

Notaris mempunyai peranan penting dan kehadirannya begitu vital ditengah — tengah masyarakat
saat ini, yang mana kewenangan Notaris di atur sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan
Atas Jabatan Notaris, yaitu:

“(1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang — undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang — undang.”

Berdasarakan pasal tersebut Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat
bukti yang kuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di kehidupan
masyarakat . Akta Otentik menurut Pasal 1 Angka 7 UU Perubahan Atas Jabatan Notaris
yaitu :

“Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang — Undang ini.”
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Notaris dalam membuat akta otentik harus secara mandiri (Independent). Dalam Undang —
Undang Perubahan Atas Jabatan Notaris pun dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan
jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas yang tinggi dan bertindak profesional, Notaris
wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta
menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan
tanggung jawab sebagai Notaris. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan
dengan bekerja demikian barulah ia mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat yang
tak ternilai harganya.

Profesi Notaris tidak luput dan tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu — waktu Notaris
dihadapi dengan para penghadap yang ingin berdamai untuk dibuatkan suatu akta otentik
mengenai kesepakatan secara perdamaian di antara mereka dan menuangkannya didalam
suatu Akta Perdamaian Notaris yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan yang sedang
bergantung.

Pasal 1851 KUHPerdata menerangkan dan memberi pemahaman bahwasanya Perdamaian
merupakan suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan,
atau menahan suatu barang, dan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang
bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan tersebut tidak sah
apabila tidak dibuat dalam bentuk tertulis.

Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Perdamaian
melalui proses mediasi merupakan konsep keharmonisan sosial tanpa adannya permusuhan serta
dapat dijadikan sebagai opsi bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Di dalam Pasal 1851
tidak disebutkan apakah perdamaian tersebut dilakukan atau dilaksakan oleh para pihak di
hadapan pengadilan atapun di hadapan Notaris. Akan tetapi suatu perdamaian yang dilakukan
oleh para pihak dapat mengakhiri suatu persoalan di antara mereka, baik terhadap suatu persoalan
yang sudah terjadi artinya didalam konteks ini yaitu perkara yang sudah masuk ke pengadilan.
Ataupun dalam hal suatu persoalan yang akan terjadi di antara para pihak yang
bersengketa artinya para pihak dapat melangsungkan perdamaian itu sendiri dihadapan
Notaris untuk dibuatkan suatu akta perdamaian untuk mengakhiri persengketaan tersebut agar tidak
berlanjut ke pengadilan. Atau para pihak lebih memilih mengakhiri suatu persoalan yang mereka
hadapi melalui proses pengadilan.

KAJIAN TEORITIS
Teori kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan
keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan
setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri.
Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Menurut Utrecht yang diikuti oleh Riduan Syahrani teori kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang bolgeh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhdap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal — pasal dalam undang — undang melainkan juga
adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim
lainya untuk kasus yang telah diputuskan.
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Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna
pedoman prilaku bagi semua orang. Ada adagium hukum yang berbunyi “Ubi Jus Incertum, Ibi
Jusnullum” (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). Ada empat hal yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

1) Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang — undangan (Gesetzliches Recht)

2) Hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu perumusan tentang penilaian yang
nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan

3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan, di samping itu juga menjadikan sebuah kebenaran yang konkrit.

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang
ke 3 (tiga). Bila dikaitkan dengan judul penelitian ini maka demi tercapainya kepastian hukum maka
masyarakat membuat perjanjian dalam suatu lalu lintas hukum perdata salah satunya adanya
kepastian hukum mengenai akta perdamaian (Acte Van Dading) yang dibuat di hadapan Notaris
maupun akta perdamaian yang dibuat oleh Mediator di pengadilan, sebagaimana kemudian akta
tersebut dapat menjamin kepastian hukum para pihak, sehingga tidak lagi menimbulkan
persengketaan dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu penerapan yang memihak terhadap mereka yang
dirugikan serta memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan
demi memperoleh suatu putusan yang mencerminkan suatu keadilan. Serta memberikan kepastian
hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui bahan kepustakaan
atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

Bahan primer yaitu Pembukaan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang
— Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, peraturan perundang — undangan, bahan hukum
yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan
dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian
tersebut dengan masalah yang akan diteliti. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran
secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan
masalah yang akan dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara
mengurangi dan menfasirkan fakta — fakta tentang pokok persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Duduk Perkara
Berdasarkan gugatan kasus Perkara Perdata Nomor 7/pdt.G/2020PN — Bna, Maryam lbrahim
selaku pemilik sah sebidang tanah dengan luas 1760 M2 disertai dengan 2 unit bangunan
diatasnya berupa 1 buah rumah batu dan 1 buah rumah kayu berdasar batu yang terletak di
Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Sertifikat hak milik SHM
nomor 258/kampung baru.
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Tanah tersebut awal mulanya diperoleh oleh MARYAM IBRAHIM melalui jual beli pada tahun 1994
dan oleh karena beliau berdomisili di Jakarta tanah dan bangunan tersebut pengelolaannya
diserahkan kepada T.RAJA CUT untuk dihuni sekaligus ditempati dengan perjanjian secara lisan
bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan atas bidang fisik tanah
dan bangunan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh T.RAJA CUT. Akan tetapi terhitung dari tahun
1999 sampai dengan akhir desember 2019.Ternyata diketahui bahwa T.RAJA CUT tidak pernah
menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan atas bidang fisik tanah
dan bangunan tersebut sehingga pajak bumi dan bangunan harus dibayar dan ditanggung
sendiri oleh MARYAM IBRAHIM.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 2005 lalu, MARYAM IBRAHIM berencana mengambil kembali tanah
dan bangunan yang menjadi hak miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 258/kampung
baru untuk dilakukan penataan ulang mengingat bangun ruang tersebut sudah cukup tua dan
bermaksud setelah dilakukan pendataan ulang akan dikelola sendiri oleh MARYAM IBRAHIM akan
tetapi TRAJA CUT menolak untuk memberikan dan menyerahkan tanah dengan tersebut kepada
MARYAM IBRAHIM dengan alasan bahwa tanah dan telah menjadi miliknya karena telah
dikuasainya selama bertahun — tahun lamanya.

Pada bulan Januari 2020,MARYAM IBRAHIM telah mengupayakan Penyelesaian persoalan
dimaksud melalui mediasi secara musyawarah di tingkat Kampung akan tetapi T.RAJA CUT
menolak untuk dilaksanakannya mediasi oleh aparatur pemerintahan Kampung Baru Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan T.RAJA CUT juga menolak untuk mengosongkan tanah dan
bangunan tersebut. Maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T.RAJA CUT
tersebut, telah mendatangkan kerugian bagi MARYAM IBRAHIM baik kerugian secara materiil
maupun kerugian secara inmateriil.

Berdasarkan persoalan di atas maka pada persidangan pertama Hakim menjalankan kewajibannya
untuk meminta kepada kedua belah pihak untuk bermediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun
2016 tentang prosedur mediasi. Berdasrakan kesepakatan dari kedua belah pihak maka mereka
sepakat untuk menempuh jalur mediasi diluar pengadilan yaitu memilih Notaris ialah pihak yang
membuatkan isi kesepakatan perdamaian para pihak.

Maka didalam persoalan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk bermediasi dengan jalur
perdamaian yang dibuat dan diikat dengan akta Notaris. Maka para pihak sepakat untuk
menuangkan isi isi perjanjian perdamaian tersebut ke dalam akta perdamaian yang dibuat
dihadapan Notaris pada tanggal 22 februari 2020 Dengan ini para pihak bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di hadapan AZWIR S.H. M.Si., M.Kn Notaris di Kabupaten Aceh Besar dalam
perkara perdata Nomor 7/pdt.G/2020PN — Bna.

Isi dari kesepakatan perdamaian tersebut bahwa T.RAJA CUT beritikad baik dengan
mengosongkan tanah tersebut sesuai dengan permintaan dari MARYAM IBRAHIM. Dan MARYAM
IBRAHIM bersedia untuk memberikan konpensasi sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus juta rupiah )
Kepada T.RAJA CUT. Dengan maksud konpensasi tersebut dipergunakan untuk biaya
pembongkaran lahan tersebut. Serta MARYAM IBRAHIM bersedia untuk mencabuat laporan polisi
nomor : LP/B/53/I/'YAN2.5/SPKT. Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat para pihak
menerangkan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Maka berdasarkan akta perdamaian tersebut pihak pertama akan menyerahkan akta perdamaian
ini pada Hakim Mediator dalam perkara perdata nomor 7/pdt.G/2020PN — Bna pada tanggal 26
Februari 2020 diteruskan pada anggota dan Ketua Majelis perkara perdata nomor 7/pdt.G/2020PN
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— Bna Yang menyidangkan perkara tersebut, untuk dapat ditetapkan melalui penetapan
Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara perdata nomor 7/pdt.G/2020PN — Bna telah berakhir
dengan perdamaian.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan nomor 7/Pdt.G/2020PN — Bna mengingat pasal 130
HIR/154 Rbg dan PERMA No.1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan
peraturan perundang — undangan lainnya. Maka Hakim mengadili perkara perdata nomor
7/Pdt.G/2020PN — Bna dalam bentuk akta perdamaian (Acte Van Dading) Menghukum MARYAM
IBRAHIM dan T.RAJA CUT untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut,
dan Menghukum MARYAM IBRAHIM dan T.RAJA CUT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) masing — masing separuhnya.

Analisis dari kasus di atas bahwa suatu perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mampu
menghentikan persengketaan para pihak dan mencegah timbulnya perkara. Menurut penulis akta
perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris sebenarnya dapat saja para pihak untuk
membuatkannya tanpa perlu membawa perkara tersebut ke pengadilan, dengan melakukan upaya
musyawarah terlebih dahulu. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai maka akan
dituangkan isi dari perjanjian tersebut kedalam Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris.
Dengan begitu penyelesaian sengketa secara secara perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris
akan berjalan lebih cepat, efisien dan jauh lebih murah.

Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya maka akta perdamaian yang dibuat
di hadapanNotaris tersebut dapat saja dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan
karena nilai ke otentikan yang melekat pada akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris
tersebut tidak dapat disangkal oleh para pihak. Didalam Pasal 1858 menyatakan “Di antara pihak —
pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim
pada tingkat akhir. Artinya seperti putusan pengadilan tingkat penghabisan yang tidak dapat
dibanding maupun kasasi. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi
kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan” Maka pihak
yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan agar akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris
tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi putusan dalam bentuk akta perdamaian yang
berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Sehingga akta perdamaian
tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.

Melihat kasus di atas akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi MARYAM
IBRAHIM dan T.RAJA CUT. Dan apa yang menjadi hak MARYAM IBRAHIM atas tanah dan
bangunan yang menjadi hak miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 258/kampung baru
berupa suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh T.RAJA CUT dengan
menyeroboti dan menguasai lahan tersebut selama berpuluh tahun dapat diselesaikan secara
berdamai.

Bukan tanpa alasan para pihak memilih Notaris didalam kasus ini pemilihan Notaris merupakan
keinginan para pihak yang menghendaki dan meminta jasa Notaris untuk melakukan mediasi,
karena Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh para pihak dengan segala kelebihan
kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam memberikan penyuluhan
hukum dan pemilihan notaris untuk membuatkan akta perdamaian yaitu untuk mempersingkat waktu
dalam proses penyelesaian persengketaan tersebut.

Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu akta autentik
sebagai alat bukti yang dianggap terkuat, terpenuh di dalam pembuktian di pengadilan. Akta otentik
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Memberikan suatu bukti yang sempurna, hal inilah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
memutus perkara yang tersebut diatas. karena Akta tersebut bersifat otentik maka Hakim dapat
menjatuhkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) terhadap perkara tersebut Maka
proses persidangannya akan berjalan lebih cepat dari semestinya

Maka berdasarkan kasus di atas akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris yang telah
diajukan kepada Hakim akan dikukuhkan oleh Hakim dalam bentuk akta perdamaian dan
menjadi satu kesatuan dengan putusan pengadilan. Dengan begitu akta perdamaian tersebut
memiliki kekuatan eksekutorial karena dalam putusan perdamaian tersebut memuat irah — irah
“‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’.Setiap akta atau putusan
yang dalam kepala putusannya memuat irah — irah, maka termasuk dalam akta otentik yang
memiliki kekuatan eksekutorial.

Akta perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak memiliki kekuatan mengikat dan juga memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (In
Krach Van Gewijsde) artinya tidak dapat dibanding maupun kasasi. Dengan begitu akta
perdamaian dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak artinya apabila
sewaktu — waktu T.RAJA CUT tidak menjalankan kewajibannya maka saudari MARYAM IBRAHIM
dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeksekusinya melalui juru sita pengadilan. Dengan
demikian akta perdamaian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang
dirugikan.

2. Duduk Perkara

Kasus yang diselesaikan melalui mediasi di pengadilan yang difasilitasi oleh Mediator
pengadilan melibatkan FENDY HIDAYAT, selaku Manager PT. Fajar Hamparan Mas sebagai
Penggugat dan LANDI SINAGA S.T Selaku Direktur CV. Tapanuli Adya Citra sebagai Tergugat
juga ikut melibatkan HYUNDAI ENGINEERING & Construction Co.Ltd selaku turut tergugat.

Berdasarkan kasus guguatan perkara perdata No 199/Pdt.G/2020/PN Mdn di awali ketika pihak
tergugat yaitu LANDI SINAGA S.Tdan HYUNDAI ENGINEERING & Construction Co.Ltd menyewa
jenis alat berat kepada pihak penggugat yaitu FENDY HIDAYAT hal tersebut sesuai dengan Surat
Perjanjian Sewa Menyewa Alat No. 003/FHMCR/VI11/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, 1 unit alat jenis
Boom Lift, Merek JLG, Kap 36 m, Type JLG120SXJ, harga sewa/unit/bulan/200 jamRp 71.000.000,
— Dengan biaya Mobilisasi & Demobilisasi sebesar Rp 35.000.000. —

Kemudian pihak Tergugat telah beberapa kali menyewa alat berat kepada Penggugat, hal ini sesuai
dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat No. 005/FHMCR/X/2016 Tanggal 29 Oktober 2016,
yaitu 1 unit Alat jenis Rough Terrain Crane, Merek Kato, Kapasitas 50 Ton, Type SS 500 SP, harga
sewa/unit/bulan/200 jam Rp 100.000.000, — Untuk biaya Mobilisasi & Demobilisasi sebesar Rp
35.000.000, — .Kemudian menyewa lagiSesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat No.
001/FHMCR/I/2017 Tanggal 07 Januari 2017, 1 unit Alat jenis Rough Terrain Crane, Merek Kato,
Kapasitas 45 Ton, Type SS 500, harga sewa/unit/bulan/200 jam Rp 85.000.000, Dengan Biaya
Mobilisasi & Demobilisasi sebesar Rp 35.000.000, — Alat — alat tersebut disewakan dan digunakan
oleh Tergugat untuk mengerjakan Project Sarullah Geothermal dari Turut Tergugat yaitu HYUNDAI
ENGINEERING & Construction Co.Ltd

Setelah dihitung — hitung total tagihan yang telah di rincikan oleh penggugat terhadap Tergugat
tertanggal 13 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp 1.182.647.500, — (satu milyar seratus delapan
puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sebelumnya Tergugat sudah
pernah membuat Surat kepada Penggugat tertanggal 04 September 2018 yang isinya “melalui surat
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ini kami memohon maaf atas penundaan pembayaran atas tagihan bapak (Penggugat) dikarenakan
kondisi tagihan kami juga macet dari pihak proyek sehingga kami mengalami kendala untuk
membayarkan tagihan Bapak tepat waktu, mohon kiranya Bapak dapat bersabar dan memaklumi
keadaan kami, kami berkomitmen pasti akan membayar tagihan Bapak secepat mungkin”. Bahwa,
pada Tanggal 02 Agustus 2019 Penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat somasi kepada
Tergugat dengan Nomor :11/AHH- ADV/VIII/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 yang isinya agar
Tergugat menyelesaikan sisa tagihan sebesar Rp 1.182.647.500, — (satu milyar seratus delapan
puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Somasi yang dilakukan oleh Penggugat dibalas oleh Tergugat pada Tanggal 16 Agustus 2019
Tergugat membuat balasan somasi tersebut yang isinya menawarkan cicilan angsuran tagihan
tersebut dengan rincian mulai Tanggal 30 Agustus 2019 s/d Tanggal 30 Desember 2020 dengan rata
— rata tiap bulannya Rp 50.000.000, — (lima puluh juta rupiah). Adapun permintaan dari penggugat
Pada Tanggal 21 Agustus 2019 melalui kuasanya membuat surat tanggapan atas surat tertanggal
16 Agustus 2019 yang isinya memohon kepada Tergugat dinaikan dari Rp 50.000.000 menjadi Rp
200.000.000 tiap bulannya. Dan pada Tanggal 10 September 2019 Tergugat membuat surat balasan
Tanggapan atas Surat Tanggal 21 Agustus 2019 yang isinya menyatakan akan membayar sesuai
dengan nominal per invoice mulai tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp 134.730.000 s/d Tanggal 30
Agustus 2020 sebesar Rp 131.274.000. —

Permasalahan kembali muncul pada Tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat membuat Surat kepada
Penggugat dengan hal konfirmasi pembayaran angsuran sewa alat periode Oktober 2019 yang
isinya karena keterlambatan atas pembayaran dan telah Tergugat setorkan Rp 20.000.000, dan
pembayaran selanjutnya untuk pembayaran angsuran priode Oktober 2019 akan dilaksanakan
kembali Tanggal 5 November 2019 dan sisa pelunasan angsuran priode Oktober 2019 akan
Tergugat lakukan Tanggal 15 November 2019 dan selanjutnya pembayaran angsuran sewa alat
priode November 2019 akan Tergugat upayakan sesuai jadwalnya.

Dalam upaya pelunasannya tergugat kembali tidak sepenuhnya sanggup untuk disetorkan
kepada penggugat, tercatat pada Tanggal 22 November 2019 Tergugat membayar sebesar Rp
30.000.000, — (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan pada Tanggal 27 November 2019
Penggugat melalui kuasanya membuat surat kembali kepada Tergugat dengan hal Pemberitahuan
jadwal Pembayaran Kepada PT. Fajar Hamparan Mas sesuai dengan Surat Tanggal 30 Oktober
2019, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Tergugat tidak membayar tagihan alat sewa Penggugat sesuai dengan rincian yang dibuat oleh
Tergugat Tanggal 10 September 2019, secara yuridis dapat dikategorikan Perbuatan Ingkar Janji
(wanprestasi). Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan.karena itu
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang berwenang demi keadilan dan
kepastian hukum, untuk itu Penggugat memohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa
dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi) dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil
maupun secara inmateril yang tak ternilai harganya.

Kerugian materil dari tagihan sisa pembayaran sewa alat sebesar Rp 1.132.647.500,— (satu milyar

- seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Beserta denda

atas keterlambatan (sejak Juni 2017 s/d Maret 2020 = 33 Bulan) atas lewatnya waktu pembayaran
sebesar 1,5% perbulan X 33 Bulan X Rp 1.132.647.500, — maka total denda keterlambatan adalah
sebesar Rp 560.660.500,— (lima ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus
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rupiah). Segala biaya yang timbul untuk Penasehat Hukum dan Pengadilan sebesar Rp
150.000.000, — (seratus lima puluh juta rupiah). Total kerugian Materil Penggugat adalah sebesar
Rp 1.843.308.000, — (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu
rupiah). dengan kerugian inmateril adalah sebesar Rp 5.000.000.000, — (lima milyar rupiah).

Dalam penyelesaian kasus tersebut untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat
memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk
meletakkan Sita Jaminan Sementara (conservatoir beslagh) terhadap harta Tergugat baik yang
bergerak maupun tidak bergerak terutama Kantor Tergugat beralamat di Jalan Bahagia No. 17 Kel.
Teladan Timur Kec. Medan Kota, Kota Medan. Supaya menghindari pembiayaan yang lebih besar
dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta
merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Atas dasar persoalan tersebut beralasan juga kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk
menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000. —
(sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak
perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai dengan terlaksananya putusan ini
(Eksekusi), dan menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini dan menghukum
Tergugat untuk membayar ongkos — ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.
Berdasarkan uraian — uraian tersebut beserta bukti bukti yang di perlihatkan dan ditunjukan
oleh si penggugat maka telah jelas — jelas tergugat telah lalai dalam menjalankan
kewajibannya kepada penggugat dan dinyatakan telah ingkar janji (Wanprestasi).

Berdasarkan persoalan di atas maka pada persidangan pertama berdasarkan pasal 130 HIR/154
Rbg Hakim menjalankan kewajibannya untuk meminta kepada kedua belah pihak untuk
bermediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Berdasarkan
kesepakatan dari kedua belah pihak maka mereka sepakat untuk mediasi di pengadilan yang
difasilitasi langsung oleh Hakim Mediator yang ditunjuk langsung oleh pengadilan di hadapan
Mediator Aimafni Arli, SH.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu mereka sepakat untuk
melaksakan perdamaian yang mana butir butir dari perdamaian yang telah dimufakati tersebut telah
dituangkan dan dicatatkan langsung oleh Mediator pengadilan kedalam kesepakatan
perdamaian secara tertulis.

Hasil dari mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian yang akan diserahkan
kepada Hakim ketua pada persidangan selanjutnya untuk dibacakan dan dibuktikan bahwasanya
kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai melalui mediasi serta untuk membuktikan
bahwasanya mediasi telah berhasil dilaksakan dan menjadi alas dasar bagi Hakim untuk
memutuskan perkara tersebut. Maka atas persetujuan dari kedua belah pihak kesepakatan
perdamaian tersebut akan dikuatkan menjadi Akta Perdamaian oleh Hakim yang akan menjadi
satu kesatuan dengan putusan pegadilan.

Maka Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara
perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian
/ Acta Van Dading. Maka Hakim mengadili perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Mdn
yakni Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati dan
melaksanakan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah dimufakati
bersama, di hadapan Mediator Aimafni Arli, SH.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut,
Kemudian menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar seluruh
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ongkos perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.1.384.000, — ( satu juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu rupiah).

Analisis dari kasus di atas yaitu prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukakan secara litigasi
melalui mediasi secara perdamaian diselesaikan di bawah naungan Kehakiman. Dalam UUD 1945
Pasal 22 disebutkan bahwa sistem Kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya. Adapun dalam prosedur peneyelesaian sengketa di pengadilan
bersifat formal dan mengacu kepada PERMA No.1 Tahun 2016 serta juga memperhatikan Pasal
130 HIR/154 Rbg. Dan para pihak juga telah menetapkan Hakim Mediator sebagai Mediator yang
memfasilitasi jalannya perundingan.

Pemilihan prosedur penyelesaian secara litigasi yang bersifat terbuka dapat menjadi tolak ukur bagi
para pihak bila ingin menyelesaiakannya di pengadilan, karena bersifat keterbukaan tersebut
masyarakat akan dengan mudah mengetahui persoalan yang terjadi diantara yang bersengketa
karena akan berpengaruh kepada track rekor seseorang baik didalam bisnis maupun didalam
kehidupan bermasyarakat terlebih kepada tergugat seperti pada kasus yang terjadi di atas.

Analisis dari kasus di atas juga membuktikan mahalnya penyelesaian sengketa secara litigasi
dikarenakan Segala biaya yang timbul untuk Honorium Advokad/Penasehat Hukum dan Pengadilan
sebesar Rp 150.000.000, — (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dirincikan oleh FENDY
HIDAYAT sebagai salah satu kerugian materil dalam gugatannya di perngadilan.

Adapun menyangkutkan dengan kesepakatan perdamaian yang dituangkan oleh Hakim Mediator di
pengadilan sudah sesuai dengan permintaan para pihak dan dengan persetujuan dari kedua belah
pihak juga kesepakatan perdamaian tersebut akan dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (Acte Van
Dading) yang menjadi satu kesatuan dengan putusan pengadilan berbentuk Putusan Perdamaian.
Untuk itu Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepala “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Dalam arti putusan itu berkekuatan hukum yang
dapat dilaksanakan. dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menaati dan
menepati perdamiaan yang telah disetujui. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi
perjanjian tersebut maka pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk mengeksekusi
melalui juru sita pengadilan. Dengan demikian akta perdamaian dapat memberikan jaminan
kepastian hukum bagi para pihak

Analisi dari putusan pengadilan di atas terdapat sisi kekurangan yaitu permohonan penggugat
kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan
Sita Jaminan Sementara (Conservatoir Beslagh) terhadap harta Tergugat baik yang bergerak
maupun tidak bergerak terutama Kantor Tergugat beralamat di Jalan Bahagia No. 17 Kel. Teladan
Timur Kec. Medan Kota, Kota Medan tidak dimasukkan kedalam Amar putusan. Akan tetapi
hanyalah iktikad — iktikad baik dari tergugat untuk mencicil hutang yang harus dibayarkan kepada
penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Oleh karena tidak disebutkan poin — poin penting contohnya seperti menyerahkan barang atau
meletakkan sita jaminan maka akan susah terlaksananya eksekusi. Kalau demikian ceritanya
maka harus dikembalikan ke pengadilan dan menggugat kembali, karena di dalam akta
perdamaian tersebut tidak disebutkan apa yang semestinya dapat dilakukan untuk dapat di
eksekusi.

Namun akan berbeda ceritanya jika dicantumkan sita jaminan, menyerahkan suatu barang, atau
membayar denda apabila pembayaran macet maka konsekuensinya adalah apabila salah satu
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pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan secara sukarela, maka
dapat diminta eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Atas Permintaan itu Ketua Pengadilan Negeri
akan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Artinya tidak ada yang dapat
menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan,
kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut.

Adapun campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela
dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum. Jangka waktu pelaksanaan
putusan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan tidak diatur dalam peraturan perundang —
undangan. Jika putusan tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat memaksakan pelaksanaan
eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan

KESIMPULAN

Prosedur Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan upaya perdamaian melalui prosedur
mediasi diawali dengan mengajukan gugatan di pengadilan dimana Majelis Hakim mewajibkan
kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian pada saat awal persidangan
yang dibantu oleh mediator. Apabila perdamaian tercapai, maka acara berakhir dan majelis hakim
dibantu oleh panitera membuatkan akta perdamaian (certificate of reconciliation) antara pihak —
pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian. Dasar hukum dari perjanjian Perdamaian
tersebut adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perdamaian dapat juga para pihak untuk membuatkannya di hadapan Notaris yang kemudian Akta
Perdamaian tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dijadikan
suatu bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut dengan putusan perdamaian (Acta Van Dading) karena Akta tersebut bersifat otentik maka
Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) terhadap perkara tersebut
Maka proses persidangannya akan berjalan lebih cepat dari semestinya. kewenangan Notaris dalam
membuat akta perdamaian telah di atur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan penjelasan mengenai
Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian.

Dari segi kedudukan hukum Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan suatu alat
bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna serta tidak terbantahkan bagi
para pihak. kecuali akta perdamaian tersebut melanggar ketentuan dari undang — undang. Apabila
para pihak menyangkal isi akta tersebut, maka harus sanggup untuk membuktikannya. Dari segi
kedudukan hukum jika akta perdamaian telah dibuat dalam bentuk putusan oleh Majelis Hakim
maka sama dengan sebuah putusan yang ada irah-irahnya vyaitu “‘DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam arti putusan itu berkekuatan hukum yang
dapat dilaksanakan. Apabila dikaitkankan dengan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris
bedanya adalah akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tidak memiliki irah-irah tersebut,
artinya Notaris hanyalah membuat klausul perjanjian-perjanjian artinya jika tidak dipenuhi maka
tidak bisa langsung di eksekusi, Untuk bisa dieksekusi maka harus mengajukan gugatan lagi ke
pengadilan agar dikuatkan kembali menjadi akta perdamaian dalam bentuk putusan supaya dapat di
eksekusi.

Akibat hukum yang timbul dari Akta perdamaian merupakan suatu perjanjian yang mengandung
asas Pacta sunt Sevanda yang mengikat para pihak artinya akta perdamaian dapat memberikan
jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta Perdamaian yang ditandatangani
akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi pihak yang melaksanakannya
seperti yang dimaksud didalam Pasal 1338 KUHPerdata.
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Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama layaknya putusan Hakim (pengadilan) dalam
tingkat akhir, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat
dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Akta perdamaian memilik kekuatan eksekutorial
apabila dimintakan putusan kepada pengadilan.Kekuatan akta perdamaian yang menjadi satu
kesatuan dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, karena dalam putusan
perdamaian tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian tersebut maka pihak yang
dirugikan dapat meminta pengadilan untuk mengeksekusi melalui juru sita pengadilan. Dengan
demikian akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal
mencari keadilan serta terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
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